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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alif - -

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S Es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan ha

2 Dal D De

b Zal Z Zet (dengan titik di atas)

J Ra R Er

J Zai V4 Zet

o Sin S Es

8 Syin Sy Es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta 1 Te (dengan titik di bawah)
L Za Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof terbalik

¢ Gain G Ge

- Fa F Fa

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

U Nun N En

3 Wau W We

° Ha H Ha

e Hamzah ‘ Apostrof

S Ya Y Ye




Hamzah (¢) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa
diberikan tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tungal bahasa arab, yang lambangnya berupa harakat atau tanda,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
{ kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf dan

harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf;, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah dan ya’ ai adan i
¥ fathah dan wau au adanu
Contoh:
SR Kaifa
J @ Haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat,

transliterasinya berupa tanda dan huruf yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda

PR | fathah dan alifatau ya” a a dan garis di atas

-1

_ Kasrafr dan ya’ i dan garis di atas

dammall dan wau

£l

, u dan garis di atas
o




;',; L : mata

% : rama
e
3 : qila
J=
'l_ o - -
< e : yamutu

o+

4. Ta marbitah
Transliterasi @’ marbutah ada dua, yaitu ta’ marbiitah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan 7@’ marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ¢G@" marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka a’
marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
Jw"\q w}) : raudah al-atfal
Lo @ amadiah al-fadila
‘-«-a(-":ﬁ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda
tasydid . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan

ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
[E5 : rabbana
[Eh= . najjaind
el - al-haqq

: nu'ima
s . ‘aduwwun
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Huruf s ber-fasydid terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (=) maka, ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:
LY : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
:;4;9 : “‘Arabi (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf O\ (alif lam ma 'rifah).
Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. Al-,
baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

Contoh:
3 %1 : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
capif - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

m : al-falsafah

M - al-biladu
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (), hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Xii



Contoh:

-] B -
< £ : ta muruna
08 Al
J 9 G
;Coﬁ I :al-nau’
20 % : syai’un
= ;] .
TN ,T T umirtu
u...J).A

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawawr

Risalah fi Ri’d@yah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah ( &)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:

& &3> diullah DY billah
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Adapun t@’marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, diteransliterasi dengan huruf [¢]. Contoh:
gj“ i 38 11—5 : hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (4// Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasiil

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Nasr Hamid Abii Zayd

Nasir al-Din al-Tiist

Al-Tuafr

Al-Maslahah fi al-Tasyn* al-Islymi
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Jika nama resmi seseorang menggunakan Abii (bapak dari) dan kata Ibnu
(anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.

Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan, Zaid
Nasr Hamid Abii)

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang telah dibakukan yaitu:

swt. = Subhanahu wa ta ‘ala

saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam

as = ‘alaihi al-salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = Wafat tahun

QS .../...4 =QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali ‘Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nurjayanti, 2023. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Constitutional
Complaint Sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020”. Skripsi Hukum Tata
Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Anita Marwing,
S.HI.,M.HI dan H.Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap
Constitutional Complaint Sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta
constitutional complaint sebagai hak warga negara dalam kasus Pilkada
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, dan memahami pandangan siyasah
dusturiyah terhadap constitutional complaint warga negara pada pilkada
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan
data dilakukan dengan uji kredibilitas, uji transferbilitas dan uji dependabilitas.
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian
dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat
beberapa temuan dan laporan pelanggaran Pilkada Kabupaten Luwu Timur yang
ditangani oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada dan telah menindaklanjuti
sesuai dengan sanksi dan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa constitutional complaint sebagai hak warga negara dapat
memberikan perlindungan terhadap hak konstitusionalnya agar tidak dilanggar
oleh perilaku pemerintah maupun lembaga negara yang bersifat sewenang-
wenang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain pelanggaran administrasi,
pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran hukum
lainnya. Siyasah dusturiyah juga memandang bahwa constitutional complaint
dapat menjadi wadah bagi warga negara sebagai alat melawan perilaku diktator
pemerintah negara. Adapun dalam siyasah dusturiyah lembaga yang menangani
perkara pengaduan konstitusional adalah lembaga peradilan wilayah al-Mazalim,
serta yang mengadili perkara pengaduan konstitusional adalah para khalifah pada
masa khulafaur rasyidin, bani umayyah, dan bani abbasiyah.

Kata Kunci : Siyasah dusturiyah, Constitutional complaint, Pilkada
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ABSTRACT

Nurjayanti, 2023. "Siyasah Dusturiyah's Review of Constitutional Complaints as
a Citizen's Right in the 2020 East Luwu Regency Regional
Elections". Constitutional Law Thesis (Siyasah) Faculty of
Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Hj.
Anita Marwing, S.HI., M.HI and H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

This thesis discusses Siyasah Dusturiyah's review of Constitutional Complaints as
a Citizen's Right in the 2020 East Luwu Regency Pilkada. This research aims to
find out the facts about constitutional complaint as a citizen's right in the 2020
East Luwu Regency Pilkada case, and understand siyasah dusturiyah's view of
constitutional citizen complaints in the 2020 East Luwu Regency regional
elections. This research method uses qualitative research using a statutory
approach. The data sources used in this research are primary and secondary data
sources. Furthermore, the data collection techniques used were observation,
interviews and documentation. Checking the validity of the data is carried out
using credibility tests, transferability tests and dependability tests. Data
processing and analysis techniques are carried out through data reduction,
presentation and drawing conclusions. The results of this research show that
there are several findings and reports of violations in the East Luwu Regency
Pilkada which were handled by Bawaslu as the regional election organizer and
have followed up in accordance with sanctions and statutory provisions. This
shows that constitutional complaints as a citizen's right can provide protection for
their constitutional rights so that they are not violated by arbitrary behavior of
the government or state institutions. These violations include administrative
violations, code of ethics violations, criminal offenses, and other legal violations.
Sivasah dusturiyah also views that constitutional complaints can be a forum for
citizens as a tool against the dictatorial behavior of the state government.
Meanwhile, in siyasah dusturiyah, the institution that handles constitutional
complaint cases is the al-Mazalim regional judiciary, and those who adjudicate
constitutional complaint cases are the caliphs during the time of the Rasyidin
Khulafaur, the Umayyads and the Abbasids.

Keywords: Siyasah dusturiyah, Constitutional complaint, Pilkada

XXVi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia bertujuan untuk memilih wakil-
wakil di lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Namun, setelah adanya perubahan dalam Amandemen keempat
UUD 1945 pada tahun 2002, terjadi perubahan signifikan dimana pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) yang sebelumnya dilakukan melalui MPR,
kini diputuskan untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian,
Pilpres dimasukkan ke dalam kerangka pemilu. Pelaksanaan Pilpres sebagai
bagian dari pemilu pertama kali terjadi pada tahun 2004. Sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai komponen dalam sistem pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah secara langung diatur dalam UUD 1945 pasal
18 ayat (4) menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara
demokratis”.! Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini diartikan sebagai
perhelatan demokratis masyarakat, di mana warga secara langsung memutuskan
para pemimpin yang akan menuntun mereka. Ini merupakan salah satu langkah
nyata untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara Indonesia sebagai negara

demokrasi, di mana asas kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat.

! Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



Beberapa aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang
dapat dijadikan dasar konstitusional untuk menjamin hak politik, terutama hak
warga negara untuk memilih (right to vote). Beberapa pasal yang dimaksud
mencakup Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga
negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan
tanpa pengecualian. Selanjutnya, terdapat Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum
yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) juga
menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam
partisipasi dalam pemerintahan.! Melalui berbagai ketentuan dalam konstitusi ini,
terlihat bahwa negara sebenarnya menjamin dan melindungi hak-hak
konstitusional warga negara, terutama terkait hak politik mereka untuk
memberikan suara mereka dalam setiap proses demokrasi langsung.

Sejak dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada), masyarakat di
berbagai daerah merasakan praktik demokrasi langsung pada tingkat lokal.
Pilkada telah menjadi alat untuk mengamalkan pergantian kepemimpinan di
daerah sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai manifestasi dari demokratisasi
lokal, pilkada langsung telah diadakan di banyak wilayah di Indonesia. Salah satu
contohnya adalah Kabupaten Luwu Timur, yang telah menyelenggarakan pilkada
sejak tahun 2005 hingga sekarang. Walaupun demikian, dalam perjalanannya,
pelaksanaan pilkada langsung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diinginkan.
Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah masalah mendasar yang

berakibat pada pelanggaran hak konstitusional individu. Beberapa masalah ini

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



termasuk kurangnya pembaruan data pemilih, permasalahan terkait daftar pemilih
tetap (DPT), mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
pelanggaran selama kampanye, manajemen logistik pilkada, masalah
administratif, praktik politik vang, kekurangan netralitas Aparatur Sipil Negara
(ASN), dan lain sebagainya. Ketidaksempurnaan ini menjadi isu penting dalam
tahap pelaksanaan pilkada langsung yang secara mendasar dapat mengakibatkan
pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam konteks
Pilkada.

Beberapa masalah yang terjadi diatas, menunjukkan bahwa perlu adanya
jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki setiap warga
negara, agar setiap warga negara dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya
dalam politik khususnya dalam pilkada. Hak-hak konstitusional dalam pilkada
diantaranya adalah hak untuk memilih dan dipilih.

Guna menegakkan dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara,
diperlukan suatu sistem perlindungan hukum yang dikenal sebagai pengaduan
konstitusional atau "constitutional complaint". Pengaduan konstitusional merujuk
pada proses dimana warga negara dapat mengajukan keluhan terkait perlakuan
pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945). Hal ini terjadi ketika perlakuan tersebut bertentangan dengan
ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Constitutional complaint atau pengaduan
konstitusional merupakan jalan hukum agar hak konstitusional warga negara
dijamin dan tidak dilanggar oleh segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah maupun putusan peradilan. Kemudian yang menjadi tujuan dari



mekanisme tersebut adalah agar setiap warga negara atau kelompok tertentu
mendapatkan hak konstitusionalnya yakni kebebasan dan persamaan kedudukan
dimata hukum.!

Banyaknya kasus yang bermuatan constitutional complaint atau
pengaduan konstitusional yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat
diterima dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk
mengadilinya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebutuhan warga negara dalam
melindungi hak konstitusionalnya melalui penyaluran pengaduan konstitusional di
Mahkamah Konstitusi tidak dapat terpenuhi.

Sementara kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam
melindungi hak konstitusional warga negara berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD
NRI 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan
bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk’:

a) Pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945;

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh

UUD NRI tahun 1945;
¢) Memutus pembubaran partai politik; dan
d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.’

Berdasarkan penjelasan diatas memang tidak ada aturan yang menjelaskan

bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menangani perkara constitutional

! Munirahayu, “Pengaduan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”,
Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020) , h. 2

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Mahkamah Konstitusi



complaint. Akan tetapi jika dilihat dari tugas dan fungsi yang dimiliki Mahkamah
Konstitusi yaitu melindungi hak-hak konstitusional warga negara dimana
kewenangan tersebut hanya sebatas melalui judical review sehingga penanganan
constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan.

Salah satu contoh kasus pengaduan konstitusional atau constitutional
complaint yaitu kasus pilkada Luwu Timur tentang perkara Perselisihan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021,
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Nomor urut 2 Irwan Bachri
Syam dan Andi. Muh. Rio Pattiwiri tercatat sebagai Pemohon. Berdasarkan
penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu
Timur, pemohon memperoleh suara sebanyak 77. 228 suara. Sedangkan pasangan
calon nomor urut 1 M. Thariq Husler dan Budiman (pihak terkait) memperoleh
suara sebanyak sebesar 86.351 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara
Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 9.123 suara.

Kemudian, ada juga keterlibatan oknum Kepala Desa Kasintuwu yang
melakukan intimidasi kepada aparat Desanya untuk mendukung dan memilih
calon nomor urut 1 berdasarkan rekaman suara. Serta keterlibatan pihak Aparatur
Sipil Negara untuk memenangkan Tim Paslon 1 yang dinilai sangat merugikan
Pemohon dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Ketidakberadaan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia akan
mengakibatkan ketidakadilan dan kebingungan hukum di masyarakat. Ini terjadi
karena banyak permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
yang pada hakikatnya merupakan pengaduan konstitusional tidak dapat diterima

oleh Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak



memiliki wewenang untuk mengadilinya. Padahal, pelanggaran terhadap hak-hak
konstitusional warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945,
tak hanya berasal dari cacat hukum semata, tetapi juga muncul dari tindakan nyata
dan praktik dari aparat birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, membatasi penilaian
pelanggaran konstitusi hanya pada aspek legalitas undang-undang (judical review)
justru akan membiarkan pelanggaran konstitusi berlanjut tanpa hambatan, dan
mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara yang pada hakikatnya
harus dijaga oleh lembaga penegak konstitusi.

Di dalam Islam hak asasi warga negara diakui dalam konstitusi Piagam
Madinah, secara lebih mendalam dikaji terkait dengan siyasah dusturiyah. Suyuti
Pulungan menegaskan bahwa siyasah dusturiyah adalah siyasah yang
berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan
kekuasaannya, cara penilaian kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi
individu dan masyarakat, serta berhubungan antara penguasa dan rakyat.'

Siyvasah dusturiyah juga memandang bahwa constitutional complaint dapat
menjadi wadah bagi warga negara sebagai alat melawan diktator pemerintah
negara. Constitutional complaint juga pernah berlaku dalam sejarah Islam ketika
wilayah “al-madzalim” yang dibentuk oleh pemerintah khusus dengan kekuasaan
menuntaskan kedzaliman dan kesewenang-wenangan pihak lain. Jadi dalam

wilayah “al-madzalim” merupakan jalan bagi warga negara melakukan pengaduan

! Suyuti Pulungan, Figh Siyasah , Jakarta : Raja Grafindo, 1994. H.40-41



konstitusi pada zaman tersebut dan tempat pengadilan seadil-adilnya untuk
mendapatkan hak warga negara yang dirugikan oleh pemerintah.!

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tidak hanya bergantung
pada pengakuan yang tertera dalam UUD 1945, melainkan juga memerlukan
tindakan perlindungan yang nyata dan efektif untuk menjamin serta melindungi
hak-hak konstitusional individu sebagai warga negara. Konsep ini sejalan dengan
ajaran agama Islam, di mana Allah SWT mewajibkan umat Muslim untuk
bersikap adil terhadap sesama dan tidak melanggar aturan yang berlaku..

Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S An-Nisa/4:58,

SO J2ADRORECHIO A Lo i OHROD X
N6 COCOOL T Do I B O0B0OX*=D &
FONOOO oL HNHBbRE2OL] XOEERO
O Oa -OCGwa | 2378 7% XN Hes=gOERO
B -0 <O 608 01D
A Ford= OHYRO SILORID M @a e N
ADQYORE <HAZODN0 D40 o *¥OD T
srO=DON AXle #§HLAKIED ALa de OHRO

ERNY S XCOBZD @

Terjemahnya:*

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat”.

! Najichah, “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan
Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia), Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Volume 2,
No.2,Tahun 2012 h.302, h.302

2 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-
Qur’an Hasanah, Desember 2013), h. 87



Dari ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa Allah SWT mewajibkan
manusia untuk secara konsisten menerapkan prinsip keadilan dengan seimbang
dan sebenar-benarnya, terutama kepada individu yang diberi tanggung jawab
untuk menjaga dan melaksanakan prinsip keadilan tersebut. Ini juga berlaku untuk
para penguasa atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan
hukum, mereka diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang adil bahkan
terhadap individu atau kelompok yang mungkin memiliki pandangan berbeda.
Tindakan adil ini1 juga memiliki dimensi spiritual, karena keadilan mendorong
seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Kesungguhan dan obyektivitas seorang
hakim juga memiliki peran penting dalam memutuskan perkara. Dengan
pertimbangan yang cermat, keadilan bisa diwujudkan dalam keputusan yang
diambil.

Berdasarkan pada beberapa isu yang telah diuraikan di atas, peneliti
merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang melibatkan tinjauan siyasah
dusturiyah terhadap constitutional complaint sebagai hak warga negara dalam
konteks pilkada di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020. Penelitian ini akan

merumuskan beberapa permasalahan yang mencakup hal-hal berikut:

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi dan
merumuskan permasalahan yang akan dijelajahi dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Bagaimana fakta constitutional complaint sebagai hak warga negara dalam

kasus Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 20207



2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap constitutional complaint

warga negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian
Secara umum, tujuan dari penelitian ini untuk memahami perspektif
siyasah dusturiyah terhadap constitutional complaint sebagai hak yang dimiliki
warga negara dalam Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui fakta constitutional complaint sebagai hak warga negara
dalam kasus Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap constitutional
complaint warga negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Luwu Timur tahun

2020.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

a. Memberikan pengetahuan secara umum serta pengetahuan yang lebih
mendalam, terutama dalam bidang hukum tata negara, yang dapat menjadi
sumber informasi bagi para peneliti dalam tahap penelitian berikutnya yang
berkaitan dengan isu pengaduan konstitusi (constitutional complaint).

b. Bagi penulis, yang juga merupakan mahasiswa dalam program studi hukum tata
negara, penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas wawasan dan

pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum tata negara. Penelitian ini juga
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merupakan salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi akhir di perguruan
tinggi, serta meraih gelar sarjana (S1) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN
PALOPO).
2. Secara praktis
a. Bagi akademik
Penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi dalam bidang
keilmuan dan menambah literatur bagi akademisi dan praktisi hukum. Selain itu,
hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian
berikutnya yang berkaitan dengan isu pengaduan konstitusional (constitutional
complaint).
b. Bagi masyarakat
Penelitian ini memiliki potensi untuk menyediakan informasi dan
memperluas pemahaman masyarakat secara lebih luas, terutama terkait dengan
mekanisme constitutional complaint sebagai mekanisme dalam melindungi hak
warga negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong masyarakat
untuk terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka.
c. Bagi pemerintah
Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan yang
berguna dalam proses pertimbangan terkait pembentukan mekanisme
constitutional complaint sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak

konstitusional warga negara.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa
penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Meskipun
demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam fokus permasalahan yang akan
diangkat dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa contoh penelitian terdahulu
yang dimaksud:
1. Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina,
“Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Citizen'’s
Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitusional Complaint Melalui
Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi
Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Korea Selatan)”, Pada tahun 2016.
Dengan hasil penelitian yaitu dengan tidak dimiliknya kewenangan mengadili
perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi RI menyebakan
semua permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang secara
substansial merupakan pengaduan konstitusional dinyatakan tidak dapat diterima
dengan kata lain hak-hak konstitusional warga negara belum mendapatkan
perlindungan secara maksimal dalam mekanisme peradilan tata negara yang
berlaku di Indonesia saat ini. Berbeda dengan praktek pada negara Korea selatan
yang memberikan pelaksanaan kewenangan constitutional complaint kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional

warga negara dari perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga
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atau otoritas publik yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar orang yang
bersangkutan.

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan antara
penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Dalam
penelitian sebelumnya, analisis difokuskan pada implementasi constitutional
complaint sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak
konstitusional warga negara. Studi ini juga melibatkan perbandingan dengan
pelaksanaan constitutional complaint di Korea Selatan. D1 sisi lain, penelitian
yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada analisis perlindungan hukum
terhadap hak konstitusional warga negara melalui mekanisme constitutional
complaint. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada pelaksanaan pilkada di
Luwu Timur.

2. Muhammad Ardi Langga, “Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik
Hukum Nasional dan Siyasah”, pada tahun 2018. Hasil penelitian menyatakan
bahwa pentingnya memberikan kewenangan pengadilan constitutional complaint
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangatlah signifikan, mengingat
masih ada banyak kasus konkret di Indonesia yang belum mendapatkan
penyelesaian. Dari perspektif hukum nasional, penerapan Doktrin Constitutional
Injury dalam praktik adjudikasi konstitusional di Indonesia menunjukkan
kemungkinan untuk memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan sebagai The
Guardian of Constitution dan The Sole Interpreter of Constitution untuk menerima
serta secara substansial menguji permohonan Pengaduan Konstitusional
(Constitutional Complaint). Gagasan tentang Constitutional Complaint sebagai

wewenang Mahkamah Konstitusi sejalan dengan pandangan Siyasah, di mana
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Islam memiliki penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia.
Keberadaan lembaga Al Mazalim juga mencerminkan bentuk keadilan bagi
masyarakat agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang oleh penguasa.

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya mengkaji
constitutional complaint dari perspektif hukum nasional dan melibatkan
perbandingan konsep constitutional complaint di berbagai negara hukum, serta
menganalisisnya dalam konteks siyasah. Namun, penelitian tersebut lebih terfokus
pada pendekatan hukum nasional. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh
penulis berfokus pada pengkajian constitutional complaint melalui kasus dan
perspektif figh siyasah terkait perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
3. Halimatur Rusyda, “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional
(constitutional complaint) Perspektif Figh Siyasah dan Hukum Tata Negara
Republik Indonesia, pada tahun 2020.' Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak
konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 belum sepenuhnya mendapatkan
perlindungan optimal melalui sistem hukum yang ada. Karena itu, diperlukan
suatu mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan
keluhan apabila merasa bahwa hak-hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh
tindakan pihak-pihak yang memegang kekuasaan, termasuk eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. Dalam konteks figh siyasah, konsep constitutional complaint
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia dalam perannya
sebagai warga negara, dengan fokus pada melindungi hak-hak konstitusional dan

memastikan keadilan. Dalam pandangan Islam, ini menjadi tanggung jawab utama
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para pemimpin. Jika konsep constitutional complaint diimplementasikan dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh
pihak-pihak berwenang seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat diuji
konstitusionalitasnya. Hal ini akan memastikan bahwa setiap produk hukum tetap
sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan bertujuan untuk melindungi hak-hak
konstitusional warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan konsep negara hukum
di Indonesia dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, tampak adanya perbedaan
antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian sebelumnya.
Penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan perbandingan hukum, yang
melibatkan pembandingan antara hukum suatu negara dengan hukum negara lain.
Dalam konteks ini, perbandingan dilakukan antara konsep constitutional
complaint dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dan konsep perlindungan hak
asasi manusia dalam figh siyasah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis
mengambil pendekatan yang berfokus pada perundang-undangan sebagai sumber
perbandingan. Tujuannya adalah melihat bagaimana hak-hak konstitusional warga
negara dilindungi melalui mekanisme constitutional complaint. Dengan kata lain,
penelitian ini menganalisis perlindungan hak-hak konstitusional warga negara
melalui pendekatan perundang-undangan dalam konteks constitutional complaint.
4. Rina Mukromah, “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional
(Constitutional Complaint) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspekif Figh

Siyasah”, Pada tahun 2022.! Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak
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konstitusional warga negara yang tercantum dalam UUD 1945, menurut
pandangan I Dewa Gede Palguna, belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan
yang memadai melalui mekanisme hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu,
menjadi sangat penting untuk memiliki jalur hukum yang memungkinkan warga
negara untuk mengajukan pengaduan konstitusional (constitutional complaint)
ketika merasa hak-hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh tindakan
pemerintah atau undang-undang, baik karena kelalaian, kesengajaan, ataupun
alasan lain. Pentingnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menangani constitutional complaint menjadi semakin jelas. Hal ini
didasarkan pada banyaknya kasus nyata di Indonesia yang terkait dengan
pengaduan konstitusional, namun hingga saat ini belum mendapatkan
penyelesaian yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan
antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian sebelumnya.
Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada analisis pengaduan konstitusional
menurut pandangan I Dewa Gede Palguna. Sedangkan, penelitian yang dilakukan
oleh penulis lebih berfokus pada penyelidikan kasus yang akan menjadi objek

penelitian.

B. Kajian Teori
1. Pengaduan konstitusional (constitutional complaint)

Pengaduan  konstitusional (constitutional — complaint)  merupakan
mekanisme hukum untuk menjamin akses keadilan formil dan keadilan materil
terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertulis dalam

konstitusi dari praktik kesewenang-wenangan pejabat pemerintahan (abuse of
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powers). Constitutional complaint secara umum dipahami sebagai permohonan
yang diajukan oleh warga negara kepada lembaga pengadilan untuk memperoleh
suatu putusan terhadap pelanggaran tertentu atas hak-hak dasar yang dijamin
dalam konstitusi sebagai akibat dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah atau
tindakan pejabat negara.'

Constitutional complaint merupakan perwujudan dari upaya untuk
melindungi hak warga negara. Pengaduan konstitusional dapat diajukan jika
semua upaya hukum sudah dilakukan, jadi dapat dikatakan bahwa pengaduan
konstitusional (constitutional complaint) merupakan upaya hukum terakhir yang
dapat digunakan oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar.?

Menurut Mahfud MD, constitutional complaint adalah pengajuan perkara
ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada
instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi
atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). Perkara yang bisa dilakukan
constitutional complaint yaitu kebijakan pemerintah peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi
tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dibawah Undang-Undang Dasar 1945, dan putusan pengadilan yang melanggar
hak konstitusi padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak

dapat lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya

! Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional
Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006) h.
68.

2 Meirina Fajarwati, “Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga
Negara Melalui Mahkamah Konstitusi (Legal Remedies to Protect Citizens Constitutional Rights
Through Constitutional Court), Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 3, Tahun 2016,
h.321
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putusan kasasi atau peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang ternyata
merugikan hak konstitusional seseorang.

Negara hukum yang demokratis, constitutional complaint merupakan
upaya hukum untuk menjaga secara hukum hak dan martabat yang dimiliki
manusia agar aman dari tindakan kekuasaan negara. Constitutional complaint
merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat bagi
perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Constitutional complaint
memberikan jaminan agar dalam proses menetukan penyelenggaraan negara
seperti pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan
peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.'

Constitutional complaint merupakan langkah hukum yang luar biasa
dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Proses
gugatan konstitusional ini menjadi bentuk pengaduan masyarakat terhadap
tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat, peraturan
hukum yang ada, serta keputusan pengadilan yang dinilai bertentangan dengan
hak-hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi.

Pan Mohammad Faiz, berpendapat bahwa constitutional complaint sangat
dimungkinkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, namun
yang sangat disayangkan bahwa kewenangan ini belum diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang menampung dan menyalurkan keluh
kesah (personal grievance) atau pengaduan konstitusional sebagai upaya dalam

mempertahankan hak konstitusional warga negara. Dalam tulisannya menyatakan

! Solidaman Bertho Plaituka, “Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak
Asasi Manusia di Republik Indonesia”, Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 1, Tahun 2016,
h. 112
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bahwa konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih
diutamakan dari wakil-wakilnya sehingga dapat menjadikan konstitusi selalu
hidup (living constitution).!

Pengaturan mengenai mekanisme constitutional complaint di Indonesia
belum diuraikan secara eksplisit dalam konstitusi, yang berarti cara mengajukan
constitutional complaint tidak dijelaskan secara langsung dalam UUD 1945.
Namun, ada implikasi tersirat bahwa hak-hak konstitusional warga negara dijamin
dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap individu yang merasa bahwa
hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh tindakan penguasa negara, berhak
untuk mengajukan perkara ke lembaga peradilan yang memiliki kewenangan,
yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini memiliki peran sebagai penjaga
konstitusi.

Hal tersebut memiliki kaitan erat dengan konsep pembangunan hukum
yang responsif, yang menegaskan bahwa kerangka hukum seharusnya bersifat
partisipatif dan mencakup nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perluasan
kewenangan Mahkamah  Konstitusi dengan memasukkan mekanisme
constitutional complaint sebagai salah satu aspek kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Penambahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara

yang berisiko terlanggar oleh tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh

! Pan Mohammad Faiz, “Menabur benih Constitutional Complaint”, Tahun 2005, di akses
pada tanggal 22 juli 2022
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pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), dan putusan
pengadilan (yudikatif).!

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa pengaduan konstitusional
sebagai mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga negara merupakan
aspek yang tidak dapat dipisahkan dari esensi keberadaan Mahkamah Konstitusi
sebagai institusi yang bertugas melindungi hak konstitusi warga negara. Seperti
yang diungkapkan oleh Gherard Dannemann, pengaduan konstitusional dianggap
sebagai metode perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan pengujian
konstitusionalitas undang-undang, baik itu pengujian abstrak atau pengujian
konkret. Keunggulan ini terletak pada fakta bahwa dalam pengaduan
konstitusional, individu warga negara memiliki kemampuan untuk secara

langsung membawa isu pelanggaran hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

2. Sejarah pengaduan konstitusional

Pada akhir abad ke 19, George Jelinek Ahli hukum kenamaan Austria
mulai memberikan gagasan tentang penambahan kewenangan pengujian
konstitusional ke Mahkamah Agung. Gagasan ini diwujudkan pada tahun 1867
dimana MA Austria mendapatkan kewenangan baru untuk menangani sengketa
yuridis yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak politik individu
warga negara berhadapan dengan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1920,
gagasan tentang supermasi konstitusi membuat Hans Kelsen guru besar dari
Universitas Vienna, akhirnya mewujudkan pemisahan kekuasaan peradilan antara

antara MA melalui hadirnya MK. Sejak masa itulah dikenal sebuah peradilan

! Dhiana Oktaviani Putri, “Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara
Melalui Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi”, h.5
2] Dewa Gede Palguna, “Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)”, h.112
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khusus sebagai pelaku tunggal kegiatan pengujian konstitusional (constitutional
review) bernama Verfassungsgerichtshoft (Mahkamah Konstitusi). !

Sejarah pengaduan konstitutional (constitutional complaint) juga berkaitan
langsung dengan ditegakkannya hak asasi manusia, bahkan merupakan
konsekuensi logis dari gagasan negara hukum. Secara ringkas konstruktsi
teoritisnya dari negara hukum modern adalah constitutionalism, yang erarti
penyelenggaraan kehidupan bernegara didasarkan atas dan (karena itu) tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi benar-benar harus
ditaati atau dilaksanakan dalam praktik bukan sekedar sebagai dokumen
apirasional belaka. Untuk menjamin bahwa konstitusi benar-benar ditaati dan
dilaksanakan dalam praktiknya lahirlah gagasan untuk membentuk Mahkamah
Konstitusi.”

Mahkamah  Konstitusi yang pertama kali menerapkan dan
mengembangkan kewenangan constitutional complaint adalah Mahkamah
Konstitusi Federal Jerman (bundesverfassungsgerichts). Dalam undang-undang
Jerman pasal 93 ayat (1) butir 42 Grundgesetz Bundersrepublik Deutchland
(amandemen ke 19 tahun 1969) memberi kewenangan konstitusional kepada
Mahkamah Konstitusi federal Jerman untuk menangani dan mengadili kasus

pengaduan konstitusional oleh perorangan, dengan alasan bahwa hak-hak asasinya

! Annisa Sherin Uswatun Erly, “Gagasan Constitutional Complaint Dalam Penegakan
Hak Konstitusional Di Indonesia”, Jurnal Jom Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VIII,
Nomor 1, Tahun 2021, h.5-6

2 Ari Asmono, “Gagasan Pengaduan Konstitusional dan Penerapannya Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia”, jurnal Yuridika, Volume 26, Nomor 3, Tahun 2011, h. 206
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selaku daripada warga negara, sebagaimana termaktub pada pasal-pasal tertentu
dalam konstitusi (Grundgesetz) telah dilanggar oleh pejabat pemerintah. !

Salah satu kasus pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang
populer di Jerman adalah pengaduan warga muslim karena adanya larangan
penyembelihan hewan. Masyarakat Jerman yang merasa keberatan kemudian
mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan
dengan kebebasan menjalankan agama. Sebab, di dalam ajaran Islam mewajibkan
hewan disembelih terlebih dahulu sebelum halal untuk dimakan. Kemudian
Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut dengan alasan kebebasan
beragama adalah sesuatu yang telah diatur di dalam konstitusi, sedangkan
larangan penyembelihan hewan hanya berada pada wilayah ketentuan dibawah
undang-undang dasar. >

Munculnya constitutional complaint juga tidak terlepas dari belum
optimalnya mekanisme-mekanisme perlindungan terhadap warga negara yang
telah ada dalam fungsinya memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga
negara, beberapa mekanisme tersebut adalah citizen lawsuit dan onrechtmatige
overheidsdaad. Mekanisme-mekanisme tersebut memang pada dasarnya telah
berfungsi dengan baik, sesuai dengan dasar pemikiran awal terbentuknya gagasan
dari mekanisme tersebut. Namun, beberapa hak warga negara masih belum

tercover.’

' Gugun El Guyanie, “Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia”, Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, Volume. 3, No. 1, 2013,
h. 5-6

2 Refly Harun, “Memangkas Mahkamah Konstitusi”, Harian Media Indonesia, edisi 17
April 2004, di akses pada 22 Juli 2022

3 Ari Asmono, “Gagasan Pengaduan Konstitusional dan Penerapannya Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia”, h.207
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3. Hak konstitusional warga negara dalam pilkada

Dalam suatu negara yang mengadopsi prinsip rule of law, salah satu unsur
fundamental yang harus terpenuhi adalah pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak dasar manusia (basic rights). Hak-hak dasar ini diakui sebagai wujud
penghormatan dan sebagai jaminan dari pemerintah terhadap hak-hak dasar yang
dimiliki oleh warga negara, sehingga hak-hak tersebut memiliki legitimasi dalam
kerangka hukum. Dalam konteks ini, setiap kebijakan dan peraturan hukum yang
diberlakukan haruslah konsisten dengan dan tidak bertentangan dengan hak-hak
dasar yang dimiliki oleh warga negara.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945), dinyatakan salah satu hak fundamental warga negara adalah
hak untuk menggunakan suara mereka, di samping hak-hak lain yang dimiliki
oleh warga negara Indonesia. Hak memilih dan dipilih juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.
Hak untuk memberikan suara atau hak memilih (right to vote) dianggap sebagai
hak dasar (basic right) yang setiap individu atau warga negara harus mendapatkan
jaminan pemenuhannya dari Negara. Dalam konteks ini, setiap warga negara
memiliki kebebasan pribadi untuk menentukan penggunaan hak memilihnya,
tanpa takut akan adanya ancaman dalam berbagai bentuknya.

Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak
pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih
atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih

aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan
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rakyat yang masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah

ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilh

sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan yang demokratis.'

Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, Pasal 21 Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)? diuraikan secara tegas sebagai berikut:

a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik
secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara
bebas.

b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan Negerinya

c. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus
dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan
menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan

pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga
menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia
(DUHAM) diartikan sebagai prinsip bahwa setiap individu memiliki hak dan
posisi yang sama dalam pemerintahan. Prinsip ini diwujudkan melalui
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, di mana proses ini
berlangsung sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia,
Jujur, dan adil. Pilkada juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat, yang sebenarnya merupakan tindakan konkret dan pengakuan terhadap
hak-hak politik warga negara. Selain itu, pilkada juga mewakili proses di mana
rakyat mendelegasikan hak-hak tersebut kepada para wakil mereka untuk

menjalankan pemerintahan.’

! Khairul Fahmi 2017 Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan
Pilkada. Jurna Konstitusi Volume 14, Nomor 4 , h.758

2 Ian Brownlie, 1993, Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia,
Universitas Indonesia (UI Press), h.31-32

3 Titik Tri Wulan, 2011, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, h.331
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Penegasan hak politik warga negara tertuang dalam Undang-Undang
tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 43! sebagai berikut:

a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umu,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung
atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara
yang ditentukan dalam perundang-undangan

c. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan

Selanjutnya, penegasan konstitusi hak politik warga negara tertuang dalam
kovenan hak sipil dan politik ditegaskan dalam pasal 25 “setiap warga negara
harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun” sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

a. lkut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung
ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak
pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara
secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari pemilih

¢. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan
dalam arti umum.

PBB dalam sidang umumnya pada tanggal 10 Desember 1984 dalam
Piagam Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut telah ditetapkan secara rinci beberapa
hak politik sebagai berikut: hak untuk mempunyai dan menyatakan pendapat
tanpa mengalami gangguan (pasal 19), hak atas kebebasan berkumpul dan
berserikat secara tenang (pasal 20 ayat 1), hak untuk ikut serta dalam
pemerintahan negara (pasal 21 ayat 1), hak untuk ikut serta dalam pemilu yang
dilakukan secara periode, serentak, wajar, bebas, dan rahasia (pasal 21 ayat 3) dan

lain-lain. Menurut piagam PBB dan perjanjian hak-hak sipil dan politik serta

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, h.12
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definisi hak politik dapat di klasifikasikan menjadi tujuh macam hak politik,
yaitu:!

a. Hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat dengan tenang

b. Hak untuk berserikat dan berkumpul

c. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara

d. Hak untuk ikut serta dalam pemilu

e. Hak kebebasan menentukan status politik

f. Hak untuk memilih dan dipilih
g. Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia
a. Sejarah Pilkada di Indonesia

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara
langsung telah mengilhami dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan
semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itu,
sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik ditingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan
bahwa “Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam
Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan

partai politik. 2

! Sarbaini, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis
Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia”, Legalitas Jurnal Hukum,
Vol 12 Juni 2020, 113-114

2 Agustri, Amiruddin Sijaya, Menyongsong Pemilu dan Pilkada Seentak Tahun 2004 di
Indonesia, Cetakan I, September 2021 , Penerbit Samudra Biru Banguntapan Bantul DI
Yogyakarta, h. 34-35
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1) Pilkada 2005

Setelah sistem pemilihan kepala daerah mengalami peningkatan,
pelaksanaan Pilkada pertama di Indonesia akhirnya terjadi pada bulan Juni 2005.
Dengan diadopsinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, warga negara mendapat kesempatan untuk secara langsung
memilih pemimpin daerahnya. Dalam Pilkada ini, calon pemimpin daerah
diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Dengan metode ini,
masyarakat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensinya.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005 menjadi yang pertama dilakukan
secara langsung oleh warga di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pilkada
awal ini diselenggarakan di 213 daerah yang mencakup 7 Provinsi, 174
Kabupaten, dan 32 kota di Indonesia. Dimulai pada tanggal 1 Juni 2005 di
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan berakhir pada pelaksanaan
Pilkada tanggal 21 Desember 2005 di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
2) Pilkada 2007

Setelah dua tahun berlalu, peraturan mengenai Pilkada mengalami
penyempurnaan melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
Dalam konteks ini, terdapat beberapa peningkatan dalam pelaksanaan Pilkada
untuk memilih pemimpin daerah. Contohnya, Pilkada DKI Jakarta tahun 2007
menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang menerapkan undang-undang ini.
Setelah implementasi Pilkada tersebut, muncul pula Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada dapat berasal dari pasangan

calon perseorangan dengan dukungan dari masyarakat.
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3) Pilkada 2015

Pada tanggal 9 Desember tahun 2015, dilakukan pelaksanaan Pilkada
serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada
tahun 2016. Proses Pilkada serentak tersebut berlangsung di tingkat Provinsi serta
Kabupaten/Kota. Pada Pilkada serentak ini, pelaksanaannya mencakup 269
wilayah yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di seluruh
Indonesia.
4) Pilkada 2017

Pada tanggal 15 Februari 2017, Pilkada serentak kembali diadakan dengan
tujuan untuk memilih pemimpin daerah di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota
yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2018. Pada tahun 2017,
pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak di 7 provinsi, 76 Kabupaten, dan
18 Kota.
5) Pilkada 2018

Pilkada serentak tahun 2018 digelar pada tangal 27 Juni di tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Pilkada serentak tahun 2018 diselenggarakan di 171 daerah
yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota.
6) Pilkada 2020

Pilkada serentak kembali digelar pada 9 Desember 2020 untuk memilih
pemimpin daerah ditingkat Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. Pilkada serentak
tahun 2020 dilakukan di 270 daerah dengan 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37
Kota. Namun, Pilkada tahun 2020 ini merupakan sejarah baru dalam pelaksanaan

Pilkada karena dilakukan dalam konsdisi Pandemi.
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Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Pilkada di
Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa dengan sistem yang berbeda.
Mulai diangkat oleh Presiden, dipilih oleh DPRD, sampai dipilih secara langsung
oleh rakyat. Hal ini menunjukkan proses Pilkada bergerak secara dinamis, sesuai
dengan perkembangan zaman, dan tentunya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

b. Lembaga penyelenggara Pilkada di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal tentang
Pemilihan umum disebutkan tentang lembaga-lembaga penyelenggara pemilu
maupun pemilihan', yaitu sebagai berikut:

1) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
dalam melaksanakan pemilu.

2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjtnya disingkat KPU Provinsi
adalah lembaga penyelenggara pemliu di Provinsi

3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya di singkat KPU
Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota.

4) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di singkat dengan Bawaslu adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemlu di
seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

5) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi
adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi

6) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu
Kabupaten/Kota adalah Badan yang mengawasi penyelenggaran pemilihan di
Kabupaten/Kota

7) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan
DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat
sejumlah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan

pemilihan, dan masing-masing lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang diatur

! Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
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oleh hukum. Mengingat pentingnya tanggung jawab, wewenang, dan tugas
lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan ini, kedudukan mereka
dalam kerangka sistem ketatanegaraan bisa dianggap setara dengan lembaga-
lembaga negara lainnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kedudukan lembaga
penyelenggara pemilihan ini bisa lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-
lembaga lainnya, mengingat risiko adanya campur tangan politik atau pengaruh
kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Lembaga penyelenggara pemilihan, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP,
membentuk entitas yang utuh dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu
dan pemilihan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5), penyelenggara
pemilu merujuk pada gabungan dari KPU, Bawaslu, dan DKPP yang beroperasi
sebagai kesatuan fungsional dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Lembaga-
lembaga ini memiliki tanggung jawab kolektif dalam mengadakan proses
demokratis untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil
Presiden, serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 1 angka 16 menentukan Badan Pengawas Pemilu selanjutnya
disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraaan pemilu maupun pemilihan di seluruh Indonesia.
Selanjtnya, pada pasal 1 angka 22 menentukan DKPP adalah lembaga yang
bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. hal yang sama dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum

disebutkan bahwa salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan
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pemilu maupun pemilihan terletak pada kesiapan dan profesionalitas
penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu KPU,Bawaslu, dan DKPP sebagai satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.!

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA).? juga menyarankan ada beberapa unsur kepada lembaga penyelenggara
pemilu demi mencapai pemilu yang bebas dan adil yaitu:

1) Independensi dan ketidakberpihakan, artinya lembaga penyelenggara pemilu
tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun baik pihak berwenang
atau partai politik. Lembaga penyelenggara harus bekerja tanpa pemihakan.
Lembaga ini harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur
tangan manapun karena akan memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas
lembaga penyelenggara maupun terhadap keseluruhan proses dan hasil pemilu.

2) Efisiensi dan efektifitas merupakan komponen terpadu dari keseluruhan
kredibilitas pemilu. Efisiensi dan efektifitas tergantung beberapa faktor
termasuk profesionalisme staf, sumber daya dan yang paling penting waktu
yang memadai untuk menyelenggarakan pemilihan serta melatih orang-orang
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemilu maupun pemilihan.

3) Profesionalisme yaitu pemilihan harus dikelola oleh orang-orang yang terlatih
dan memiliki komitmen yang tinggi.

4) Keputusan tidak berpihak dan cepat, yaitu undang-undang harus memuat
ketentuan tentang mekanisme untuk menangani, memproses, dan memutuskan
keluhan-keluhan pemilu dalam kerangka waktu tertentu. Hal ini mengharuskan
para pengelola pemilu harus mampu berpikir dan bertindak cepat dan tidak
memihak

5) Transparansi, yaitu kredibilitas proses pemilu tergantung pada semua kelompok
yang terlibat didalamnya seperti partai politik, pemerintah masyarakat dan juga
media. Lembaga harus penyelenggara pemilihan harus bersifat terbuka,
komunikasi dan kerja sama perlu dilakukan guna meningkatkan bobot
transparansi proses penyelenggara pemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu tidak didirikan atas kebijakan pemerintah,
tetapi didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk
memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan berlangsung dengan integritas dan

prinsip keadilan, serta untuk memastikan kualitas penyelenggara pemilihan yang

! Josner Simanjuntak, “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di
Indonesia”, Papua Law Jurnal, Vol.1 November 2016

2 Alan Wall, Andrew Ellis, dkk “Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman
International IDEA” h. 21
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terpercaya. Pendirian lembaga-lembaga ini berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan dan berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum
dalam pelaksanaan pemilihan.
¢. Macam-macam pelanggaran dalam pilkada

Macam-macam pelanggaran dalam pemilukada dapat dibagi menjadi 3
yaitu:
1) Pelanggaran kode etik pemilihan

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara
pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas
sebagai penyelenggara pemilihan. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan
terselenggaranya pemilu secara langsung, umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaiman dimaksud
dalam pasal 136 diselesaikan oleh DKPP. Tata cara penyelesaian pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilihan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggara pemilihan umum. Menurut UU penyelenggara Pemilu yaitu
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk memeriksa pengaduan dan/atau
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,
dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc, ditetapkan dengan
keputusan KPU, Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang
terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU menetapkan
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rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan rekomendasi
Dewan Kehormatan KPU.!
2) Pelanggaran administrasi Pemilihan

Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap undang-undang
pemilihan yang merupakan bukan ketentuan pidana pemilihan dan pelanggaran
terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan kampanye dalam pemilihan
umum.? Pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan
pemilihan. Contohnya, kekacauan mengenai daftar pemilih tetap (DPT), yang
menyebabkan sebagian warga negara kehilangan hak pilihnya. Pelanggaran
semacam ini seolah-olah hanya merupakan persoalan dan pelanggaran
administrasi. Akan tetapi, jika dicermati hal ini bisa saja merupakan pelanggaran
tindak pidana pemilihan, apabila ada unsur kesengajaan sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan pemidanaan dalam undang-undang pemerintahan daerah.?

Pelanggaran semacam ini umumnya dilakukan oleh pasangan calon atau
tim kampanye, yang melibatkan pelanggaran terhadap penggunaan alat peraga
atau atribut kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Contohnya adalah kampanye yang melibatkan anak-anak atau kampanye yang
disembunyikan di balik kegiatan sosial. Namun, sanksi yang diberikan atas
pelanggaran semacam ini cenderung tidak tegas, sering kali hanya dalam bentuk

teguran, sehingga kurang memiliki efek jera.

! Hamdan Zoelva, Jurnal Konstitusi , h. 389

2 Eni Suharti, Undang-Undang Penyelenggara Pmilihan Umum RI No. 15 Tahun 2011,
Jakarta: Sunar Grafika, 2002, h.84

3 Hamdan Zoelva, Jurnal Konstitusi, Jakarta: MK, 2013, h. 386
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3) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan

Pelanggaran tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau
kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang!. Bentuk-bentuk pelanggaran ini termasuk di dalamnya pelanggaran
politik, pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara, tindakan
pemalsuan surat, aksi kekerasan dan ancaman yang bertujuan menghalangi
partisipasi pemilih, penyalahgunaan fasilitas negara, campur tangan aparat untuk
mendukung pasangan calon tertentu, manipulasi suara, praktik politik uang, serta
keberpihakan atau kelalaian dari penyelenggara yang berakibat pada
penggelembungan suara. Selain itu, juga termasuk keberpihakan atau kelalaian
dari penyelenggara dalam menerapkan syarat-syarat bagi calon kepala daerah.
Dalam banyak kasus, bentuk kelalaian ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu
penyelenggara yang seharusnya memastikan calon yang sebenarnya tidak
memenuhi syarat dapat berpartisipasi atau sebaliknya, mendiskualifikasi calon
yang seharusnya memenuhi syarat menurut undang-undang pilkada.
5. Siyasah dusturiyah

Sivasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang membahas terkait
masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini dibahas antara lain, konsep-
konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara dan proses perumusan
undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting
dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-

undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi

! Gotridus Goris Seren, Kamus Pemilu Populer, Y ogyakarta: Graha Ilmu, 2003, h. 464
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kebutuhan manusia.! Persoalan figh siyasah dusturiyah pada umumnya tidak
dapat terlepas dari dua hal pokok yaitu: Pertama, dalil-dalil kully baik ayat-ayat
Al-Qur’an maupun Hadis. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena
perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.

Dalam pemahaman siyasah dusturiyah yang merupakan dari figh siyasah,
mencakup masalah perundang-undangan dan juga hak umat di Negara Islam yang
mencakup semua rakyat, baik muslim maupun non muslim, baik kaya maupun
miskin, dan pejabat maupun bukan pejabat. Mereka semua memiliki hak-hak yang
harus dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Permasalahan yang
terdapat dalam figh siyasah dusturiyah yakni hubungan antara pemimpin dan
rakyatnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Oleh
sebab itu, didalam figh siyasah dibatasi dengan membahas peraturan perundang-
undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian pada
prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya.?

Adapun ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pemimpin terkait dengan

pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam Q.S An-Nisa/4:59,
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! Jhodi Hady Shofian, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan
Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police”, Skripsi , 2022, h. 26
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Terjemahnya:'

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya”.

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah yaitu:

a. Al-sulthah al-tasyri’iyah

Al-sulthah al tasyri’iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan
pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. Istilah al-su/thah
al-tasyriiyah dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan
pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persoalan
ahlul halli wa al-aqdi, hubungan kaum muslim dan non muslim dalam satu
negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan
pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Adapun tugas lembaga legislatif adalah mengatur hal-hal yang
ketentuannya ada didalam nash al-Qur’an dan Hadis, serta melakukan ijtihad
terhadap permasalahan yang secara konkrit tidak dijelaska didalam nash maupun
hadis. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum dengan jalan
giyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam
permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya pada ketentuan yang terdapat

dalam nash. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif merupakan

peraturan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus

! Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-
Qur’an Hasanah, Desember 2013), h. 87
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berjalan. Suatu saat peraturan yang yang dibuat oleh badan legislatif apabila
terdapat permasalahan baru yang mengharuskan merevisi peraturan yang lama
atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
b. Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi
persoalan imamah, baiah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi
lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah u/i/ amri dan dikepalai
oleh seorang khalifah. Tugas al-sulthah al tanfidziyyah adalah melaksanakan
undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan
mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam
hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan
dalam negeri maupun luar negeri yang menyangkut hubungan antara negara
(hubungan Internasional).
c. Al-sulthah al-qadhaiyyah

Al-sultha al-gadhaiyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai
hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-
perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan
sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-
persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk di undangkan
yang sebelumnya sudah diuji dalam materi konstitusi suatu negara.! Tugas al-
sulthah al-qadhaiyyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-

undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam,

' A Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2003), h. 49
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kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan
untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan
penipuan dalam bisnis).

Berdasarkan pemikiran dari sisi figh siyasah dusturiyah, constitutional
complaint adalah upaya perlindungan hak konstitusional warga negara dari
kediktatoran penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Figh siyasah sangat
mendukung upaya constitutional complaint agar dapat diwujudkan dalam sistem
hukum ketatanegaraan Indonesia agar hak-hak warga negara dapat terlindungi
yang tidak hanya dari segi kepastian hukumnya saja tetapi juga dari segi
keadilannya. Maka jelas bahwa constitutional complaint bertujuan untuk
memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam kedudukannya sebagai warga
negara, yaitu melindungi hak konstitusi dan memberikan keadilan bagi setiap
warga negara yang merupakan kewajiban sebagai seorang pemimpin dalam

Islam.'

! Najichah, “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan
Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia), h.304



C. Kerangka Pikir
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Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, maka dapat

digambarkan sebuah kerangka pikir mengenai Perlindungan Hukum Hak

Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint (Studi Kasus

Pilkada Luwu Timur Tahun 2020) sebagai berikut:

Al-Qur’an dan Al- Hadis

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Constitutional Complaint

Fakta Constitutional
Complaint pada pilkada
Kabupaten Luwu Timur

Pandangan Siyasah
Dusturiyah Terhadap
Constitutional Complaint
Sebagai Hak Warga Negara
Pada Pilkada Kabupaten
Luwu Timur

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini mengenai
pandangan siyasah dusturiyah terhadap constitutional complaint sebagai hak
warga negara dalam kasus Pilkada Luwu Timur, maka jenis penelitian yang
digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat empiris.
Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang
menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sehingga
penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut
dengan penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang
berorientasi pada pengumpulan data di lapangan dengan melakukan penelitian
langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data terkait isu hukum
yang sedang diteliti.

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dimana
peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang
sedang diteliti. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendeketan
perundang-undangan dilakukan oleh peneliti dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara

suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang
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dengan Undang-Undang Dasar yang kemudian hasil telaah tersebut dijadikan
argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.'
B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian skripsi ini yang berjudul tinjauan siyasah
dusturiyah terhadap constitutional complaint sebagai hak warga negara pada
Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, maka penelitian ini berfokus pada
peran lembaga penyelenggara Pilkada Kabupaten Luwu Timur dalam melindungi
hak konstitusional warga negara melalui mekanisme constitutional complaint,
selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pandangan siyasah dusturiyah
terhadap constitutional complaint sebagai hak warga negara dalam hukum Islam.
C. Definisi Istilah

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan,
penegertian atau istilah yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:
1. Sivasah Dusturiyyah

Sivasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep
konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan
dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang),
lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-

undangan tersebut.

! Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group,
2017), h.133-134
2 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h.178
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2. Constitutional complaint

Constitutional complaint atau pengaduan konstitusional merupakan
pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh orang perorangan (warga negara) ke
pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi terhadap suatu perbuatan atau
kelalaian yang dilakukan suatu lembaga negara atau otoritas publik (publik
institution, publik authority) yang mengakibatka terlanggarnya hak-hak dasar
(basic right) orang yang bersangkutan.
3. Hak Warga Negara

Hak warga negara adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk
menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan
dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.
4. Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut
dengan pilkada atau pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan
calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan
parpol dan perseorangan. Pilkada (pemilihan kepala daerah) merupakan sebuah
pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah setempat
yang telah memenuhi persyaratan.
D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Luwu Timur, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu
Timur. Dengan waktu penelitian selama 1 (satu) bulan, dimulai sejak tanggal 2

Maret 2023.
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E. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan
data primer dan data sekunder.
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data
primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga
masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu
data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
yang dilakukan kepada para informan, narasumber dan responden.
2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan
oleh pihak lain. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan
pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku
maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi
mengenai studi kasus pilkada lutim.
F. Instrumen Penelitian

Menurut Sukarnyana instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan
untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah
penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun peneliti untuk
mendapatkan data mengenai perlindungan hak konstitusioanl warga negara pada
Pilkada Kabupaten Luwu Timur, dan instrumen dokumentasi yang digunakan
peneliti adalah kamera handphone untuk mengambil gambar (dokumentasi)

berupa foto dan merekam, serta alat tulis dan buku catatan.
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G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan
dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi), wawancara, dan
dokumentasi.
1. Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan
pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa saja yang perlu
dicatat. Selanjutnya catatan tersebut kemudian di analisis.
2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya
jawab secara langsung anatar peneliti dengan responden atau narasumber atau
informan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. Wawancara ini dapat
menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara
bebas yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara
(interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari
responden penelitian di lapangan (lokasi).
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan
wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari

buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data
Sugiyono menyatakan bahwa teknik pemerikasaan keabsahan data adalah
derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung

jawabkan kebenarannya.
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1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas peneliti menggunakan
triangulasi sumber. Penerapan metode ini peneliti membandingkan data hasil
observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Membandingkan apa
yang dilakukan (responden) dengan keterangan wawancara yang diberikannya
dalam wawancara tetap konsisten dan ditunjang dengan data dokumentasi berupa
foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah penelitian terdahulu dan teori-teori

yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Uji transferbilitas

Untuk menerapkan wuji transferbilitas dalam penelitian ini akan
memberikan uraian yang rinci, jelas dan secara sistematis terhadap hasil penelitian
dengan tujuan agar mudah dipahami oleh orang lain.
3. Uji dependabilitas

Uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara
melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian. Pada penelitian
ini peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali
kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan hasil
penelitian .
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang diperoleh dengan

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
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1. Data reduction (reduksi data)

Teknik analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan
dengan memilih data yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang
dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.
Reduksi data ini berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang
diberikan oleh subjek dengan masalah penelitian.

2. Data display (Penyajian data)

Teknik analisis data display dalam hal ini berupa penyajian data adalah
hasil penelitian dengan maksud untuk menyampaikan hal-hal yang telah di teliti
oleh penulis.

3. Penarikan kesimpulan
pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran

terhadap penelitian yang telah dilakukan.

! Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h.16



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data
1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Luwu Timur
a. Sejarah Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan
pemilu mulai muncul sejak era 1980-an. Pelaksanaan pemilu pertama kali
dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, namun belum dikenal istilah
pengawasan pemilu. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada
pelaksanaan pemilu tahun 1982, yang disebut dengan Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu, sudah mulai muncul
distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim
penguasa. Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak
Pemilu) pada pemilu tahun 1982 dilatar belakangi atas protes-protes banyaknya
pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas
pemilu pada pemilu tahun 1971. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki
undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu tahun 1982.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang
bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Sehingga,
dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang
disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk
meminimalisir mengingat banyaknya campur tangan penguasa dalam
penyelenggara pemilu sebelumya, yakni Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU).

Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak
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Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan terkait dengan
kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan
pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas
dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan
dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu).

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu, pengawas pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya
lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat Provinsi yang disebut dengan Bawaslu
Provinsi. Dinamika kelembagaan pengawas pemilu masih beranjut dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali
menguatkan kelembagaan pemilu yang mengharuskan pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota yang bersifat permanen paling lambat setahun sejak tanggal
disahkannya Undang-Undang ini pada tanggal 16 Agustus 2017.

Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2018 yang ditandatangani per
tanggal 16 Agustus 2018, Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu
tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pada saat itulah Bawaslu Kabupaten Luwu
Timur terbentuk yang bersifat permanen hingga saat ini yang bertugas untuk
mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan serta
menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran pidana pemilu,

berdasarkan tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



48

Adapun Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:!
Visi :
Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam
Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas
Misi:
1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri
dan solid.
2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang
terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan
sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa
pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat,
dan transparan
6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik

bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

! https://luwutimur.bawaslu.go.id/



b. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur
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Gambar 4.1: Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Periode 2018-

2023
RAPAT PLENO
A 2 v
Anggota LGt Anggota

Dra. Sukmawati Suaib
Kord.Divisi Hukum,
Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat Dan Humas

Rachman Atja, S.E..S.H
Kord.Divisi SDM,
Organisasi, Pendidikan,
Pelatihan, Data dan
Informasi

Zaenal Arifin, S.Sos
Kord.Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Kepala Sekretariat
Lenny Thalib, S.E.M.M

Bendahara

Yardi Yunus Lapoliwa

Kelompok Jabatan
Fungsional

Divisi SDM, Organisasi,
Pendidikan, Pelatihan,

Divisi Hukum,
Pencegahan, Partisipasi

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan

. Masyarakat dan ;
Data dan Informasi Hub Masyarakat Penyelesaian SEngketa
| I
Staf PNS Staf PNS
Andi Mulianto, A.Md St.Aisyah
|
I
Staf Teknis
Staf Pendukung
‘ ' Serly Putri Fatimah
Tamsir Tambing Suryana Mahmud Ryam Ostari
Rosita Istigomah, S.H Ikram Tadda, S.H
Elvis ‘ Dwi Kurniawan, S.Si Andi Bina Agrian, S.S
Nina Andryani Egi Ramdhani S, S.H Rida Pungki
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c. Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun
2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum pada pasal

38 sebagai berikut:!

1) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai
berikut:

a) Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu dan Pemilihan

b) Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia
dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

c) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta
saksi peserta Pemilu dan Pemilihan

d) Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan

e) Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas
TPS serta pegawai kesekretariatan

f) Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan; g. pengolahan
basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas

TPS

! Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I Nomor 3 Tahun 2022, h. 29
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g) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia,
kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

h) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia,
kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

1) pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan
Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan
pegawai kesekretariatan serta anggaran

J) pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

k) Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota

1) pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya
manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi

m) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan
laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan,
data, dan informasi

n) melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi
serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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0) melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 2
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai
berikut:

a) Penyusunan analisis dan kajian hukum

b) Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum

¢) Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

d) Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan

f) Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu

g) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan,
partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat

h) Penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan
pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

1) Pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran
netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia,
Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran
Pemilu dan Pemilihan, dan pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu

dan sengketa Pemilihan
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j) Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada
huruf

k) Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan

1) Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja
sama antarlembaga

m) Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring

n) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat,
dan kehumasan

0) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran
Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu
Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber
daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

3) Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan
pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan
Pemilihan

b) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran
administrasi Pemilu dan Pemilihan

c) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran
administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif

d) Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan

f) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran

Pemilu dan Pemilihan
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g) Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu

h) Investigasi dugaan pelanggaran Pemilu

1) Pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana
Pemilu dan Pemilihan

j) Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP,
putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu,
putusan/keputusan  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua
pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye

k) Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan
Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan

1) Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan
dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan
Pemilihan

m) Sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses Pemilu dan sengketa Pemilihan

n) Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan
sengketa antarpeserta Pemilihan

0) Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan

p) Pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses
Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang

membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi



55

q) Pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan
pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
r) Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan

laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

2. Gambaran Umum KPU Kabupaten Luwu Timur
a. Sejarah KPU Kabupaten Luwu Timur

Tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan
bebas dari kooptasi penguasa menguat pada era reformasi. Melalui amandemen
terhadap UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 maka secara eksplisit kemudian disebutkan
bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD
1945 hasil amandemen tersebut maka pada tahun 1999 dibentuklah sebuah
lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dengan nama Komisi
Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan KPU.

Komisi Pemilithan Umum (KPU) dibentuk untuk meminimalisir campur
tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara
pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian
dari Kementrian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri)
yang notabene adalah bagian dari mesin penguasa. Pada awal pembentukannya,
anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan
ekemen pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut
merupakan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan
Umum. Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus

beranggotakan anggota-anggota non partai politik.
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah
kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dalam menylenggarakan pemilu.
KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya. Komsisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari KPU provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan di
tingkat Kecamatan (disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat
Desa (disebut PPS/Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS (tempat
pemungutan suara) disebut KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur adalah lembaga
penyelenggara pemilu tingkat kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan
penyeleggara pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kantor
KPU Kabupaten Luwu Timur terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 02 Puncak
Indah Malili dengan jumlah anggota sebanyak lima orang yang terdiri atas ketua
yang merangkap 4 orang anggota. Dalam menjalankan tugasnya Komisioner KPU
Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur
yang dipimpin oleh Sekretaris yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibantu
oleh empat orang kepala sub.bagian dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri

Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
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Adapun Visi dan Misi KPU Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:'
Visi:
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan
Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL
Misi:
1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta fleksibel
2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme
penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara
pemilu
3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,
progresif, dan partisipatif
4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat
Negara kuat
6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan Pemilu

! https://kab-luwutimur.kpu.go.id/



b. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Luwu Timur
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Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas
wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi
yang ditetapkan dengan ke